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ABSTRAK

Rain Najmy (21042071) : Efektivitas Kebijakan Penyetaraan
Jabatan Struktural Ke Jabatan
Fungsional Di Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Kota Padang

Reformasi birokrasi di Indonesia bertujuan untuk menyederhanakan struktur
dengan mengubah jabatan dari struktural menjadi fungsional, dimulai dari SE
MenPANRB No. 391/2019 dan diimplementasikan melalui PermenPANRB No.
17/2021. Namun, di tingkat daerah, sering terjadi ketidakseimbangan dalam
sinkronisasi regulasi dan kesiapan operasional; urutan penerbitan regulasi
(misalnya, mekanisme penyetaraan mendahului penyederhanaan struktur) serta
kurangnya pedoman teknis yang memadai menciptakan celah dalam implementasi.
Bappeda Kota Padang menjadi studi kasus yang relevan: dari kebutuhan ideal 17
jabatan fungsional baru, hanya 13 yang terisi, sementara promosi, mutasi, dan
kematian pegawai tidak diimbangi dengan mekanisme pengisian cepat dan
ketersediaan pelatihan/sertifikasi pasca penyetaraan. Penelitian ini menganalisis
efektivitas kebijakan tersebut dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui
purposive sampling terhadap pejabat kunci dan ASN; data dikumpulkan melalui
wawancara mendalam serta dokumentasi, divalidasi dengan triangulasi sumber, dan
dianalisis melalui reduksi-penyajian-penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan
ketidakcukupan formasi dan ketidakcocokan kompetensi-jabatan, sistem
administratif yang belum efisien/integratif, serta ketiadaan peta jabatan berbasis
beban kerja; ditinjau dengan kerangka Dunn, dimensi efektivitas, efisiensi,
kecukupan, responsivitas, dan ketepatan belum tercapai optimal. Dampaknya,
beban kerja terkonsentrasi pada sedikit pejabat fungsional (sering merangkap
subbidang), layanan data/perencanaan melambat, dan kualitas pengambilan
keputusan strategis menurun. Untuk mengatasi kurangnya pejabat fungsional di
BAPPEDA Kota Padang, disarankan agar pemerintah daerah segera menyusun dan
mengimplementasikan regulasi teknis yang jelas dan terintegrasi mengenai
mekanisme pengisian jabatan fungsional.

Kata kunci: Penyederhanaan Birokrasi; Penyetaraan Jabatan; Jabatan Fungsional,
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyederhanaan birokrasi dimulai dengan diterbitkannya Surat Edaran
Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (PANRB)
Nomor 391 Tahun 2019. Surat ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden
Joko Widodo. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa penyetaraan jabatan
dilakukan secara selektif pada jabatan administrator, pengawas, dan pelaksana di

instansi pemerintah pusat dan daerah (Timur et al., 2022: 41).

Menurut Saifuddin & Nelliraharti (2022: 282) penyetaraan jabatan adalah
salah satu bagian dari pelaksanaan reformasi biokrasi untuk mendorong instansi
pemerintah agar untuk dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan
kepada masyarakat, dimana setiap organisasi pemerintah diharapkan menjadi
organisasi yang miskin struktur kaya fungsi, bukan sebaliknya. Permatasari & Fifi
Ariani  (2021: 155) menambahkan Penyetaraan Jabatan merupakan proses
perubahan atau penghapusan terhadap jenis jabatan tertentu yang terdampak dalam
kebijakan penyederhanaan birokrasi. Dalam hal ini, beberapa jabatan struktural,
terutama di level menengah ke bawah, dihapus atau dialihkan menjadi jabatan

fungsional.

Menurut Pongdatu & Waworundeng (2023: 3) penyetaraan jabatan struktural
ke jabatan fungsional merupakan salah satu kebijakan yang bertujuan untuk
merampingkan dan menyederhanakan struktur organisasi pemerintahan,

meningkatkan profesionalitas aparatur sipil negara serta menyesuaikan struktur



organisasi yang telah diperbarui. Haning (2019: 50) menambahkan penyetaraan
jabatan dilakukan bagi Pejabat Administrasi yang terdampak penyederhanaan
organisasi. Jabatan tersebut harus terkait pelayanan teknis fungsional dan dapat
dialihkan kepada Pejabat Fungsional yang memiliki keahlian sesuai kebutuhan
(kriteria tertentu). Dengan demikian, penyetaraan jabatan bertujuan untuk
merampingkan dan menyederhanakan struktur organisasi pemerintahan,
meningkatkan profesionalitas aparatur sipil negara, serta menyesuaikan struktur
yang diperbarui dengan mempertimbangkan Kriteria tertentu agar jabatan tersebut

sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (PANRB) Nomor 17 Tahun 2021 Pasal 1, dijelaskan bahwa terdapat dua
jenis jabatan dalam struktur Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu Jabatan
Administrasi dan Jabatan Fungsional. Jabatan Administrasi merupakan sekelompok
jabatan yang memuat fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik
serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Sementara itu, Jabatan
Fungsional terdiri atas jabatan-jabatan yang berkaitan dengan pelayanan
fungsional, yang dilaksanakan berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
Kedua jenis jabatan ini memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran

penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Adapun jenis jabatan administrasi yang disetarakan ke jabatan fungsional
sesuai dengan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 Pasal 4 meliputi Jabatan
administrator (eselon 1ll) atau yang setara dengan Kepala Bagian, kemudian

disetarakan menjadi fungsional ahli madya. Jabatan pengawas (eselon V) atau



yang setara dengan Kepala Sub Bagian, kemudian disetarakan menjadi jabatan
fungsional ahli muda. Jabatan pelaksana (eselon V) atau yang setara dengan staf

administrasi kemudian disetarakan menjadi jabatan fungsional ahli pertama.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang merupakan
salah satu unit organisasi perangkat daerah yang berada di bawah naungan
Pemerintah Kota Padang, yang berperan penting dalam proses perencanaan
pembangunan daerah secara strategis dan terkoordinasi. Saat ini, Bappeda Kota
Padang memiliki total 45 pegawai yang terdiri dari berbagai unsur jabatan. Struktur
kepegawaian tersebut mencakup satu orang Kepala Badan yang memimpin
lembaga secara keseluruhan, satu orang Sekretaris yang bertanggung jawab dalam
bidang administrasi dan kesekretariatan, serta lima orang Kepala Bidang yang
membawahi bidang-bidang teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-
masing. Selain itu, terdapat 17 pegawai yang menjabat dalam posisi fungsional,
yang biasanya memiliki peran teknis atau keahlian khusus, serta 18 pegawai lainnya

yang merupakan tenaga pendukung operasional dan administratif.

Rincian terkait komposisi pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (BAPPEDA) Kota Padang disajikan dalam tabel berikut.



Tabel 1.3 Data Jumlah Pegawai Beppeda Kota Padang

No Nama P_endl Golo Diklat Jabatan L/P
dikan ngan
Ade )
1 | Hendrama, S2 Perlr1\5)|arlla/ Vv Kasum L
SE, MM
Ade Winata Penata
2 | Zaimardi, S2 Muda / 1 Kabid P2EPD L
S.Si, MM Il.a
Analisis
Andri Adnan, Penata Monitoring,
3 S.M st Muda/3A v Evaluasi dan L
Pelaporan
Penata Pengadministra
4 | ArdiSasmita | SMA | Muda/ Il | n9 P
3 si Persuratan
Cempaka .
Rizki Ambar Penata Analis
5 . S2 | Perencanaan p
Sari, S.Kom, /lllc Anaaaran
M.E 99
Penata Fungsional
6 | Chalidin, ST S1 Vil Perencana Ahli L
Tk.1/11d
Muda
Defi Lora, PEMBINA Perencana Ahli
! ST, MSi 52 11V A v Muda P
. Fungsional
Denny, Pembina / . .
8 S.Kom, M.Si S2 IV a VI Peneliti Ahli P
Muda
Deswi Fungsional
Pratika Sari, Penata " .
9 | s.Kom, 2 rermgd | V! Pe”ﬂgh:h“ P
M.Cio
Eliya Roza, Penata TKk.
10 SKM S1 L d | Bendahara P
Elka )
S| s | P | Pt
Muas, ST
Ellys Penata

12 | Yumiza, D3 Muda Tk.I I Pengolah Data P
A.Md /11l.b




Elvia Siskha

Penata

Fungsional

13 Sari, S.T S1 Tk 1Ld v Peneliti Ahli
Muda
Ferrid Syaf . .
14 | putra, ST, $o Pembina/l VIII Perencana Ahli
V a Muda
ME
Ferry . .
15 | Yunaldi. SE. S Pembina / v Perencana Ahli
IVa Muda
MT
Gusneni, Penata Tk. Analis
16 S.Sos St I1/1ld v Perencanaan
Analis Data
Haira Zulfa Penata Bidang
17 s pd S1 KL Il Evall.JaS| dan
Kerjasama
Penelitian
Halimah PENATA Perencana Ahli
18 | Tusa'diah, S2 TK1 1/d AV Muda
SE, M.Si o
Hemmely, Pembina/I Analis
19 S.Sos., M.Si 52 V a v Perencanaan
20 Hendi Hogia, s1 Penata | Analis
S.Psi Muda/ Ill.a Perencanaan
Imelia Penata Analis
21 | Musthafa, S1 Tk AV Perencanaan
S.IP ' Strategis
Indra . )
22 | Saputra, ST, | S2 PeT\t/";'a/ 1l Peremngh“
MT, M. Sc
Penata
23 | Ismet SMA | Muda/ Il I Teknisi Sarpras
a
Jacky . .
24 | Marklin, ) PeT\?':a/ 1 Pere'l‘\;zngh"
SE.Ak, M.Si
Lili .
25 | Rahmaini, S2 Per:w\??a/ I Kabid Infraswil
ST, MT
Drs. ]
26 | Maihendrizo | S2 PeT\?';'a/ IX Kabid P2M
nM, MT '




Fungsional

27 May .Flm S1 Penata Tk. XVI Perencana Ahli
Yanti, SE I/ (111/d)
Muda
Muhammad . .
Pembina / Kepala Bidang
28 | Hendry, SE, S2 IV a \Y/ PSDA
MT
59 | Nirwana SMA Pengatur / 1 Pengadmlnlstra
Ilc st Umum
Novalino, Pembina .
30 SE. MM S2 TK IV b Vv Sekretaris
Nurdian, Penata L
31 S Kom S1 KL I Analis Litbang
A Pengatur ..
32 | Oni Risa SMA T 1/11d I Pengelola Gaji
Putri Hanny, Penata / Analis
33 SH St Il.c . Perencanaan
. Penata L
34 | Roslinda, SE S1 TKI/d i Analis Litbang
35 Rulli Saputra, $2 Penata i Perencana Ahli
SST, M.Si TkI/111D Muda
Sawalinar, Pengatur / Arsiparis
36 Amd D3 Il.c Vil Terampil
Silmi Penata Fungsional
37 | Khairiya, SE. S2 Th/11d VIl Perencana Ahli
Akt. M.Si ' Muda
Sunarni Penata Izjl;]gtt sﬁ:n
38 | Ningsih, S1 Muda Tk. | I Barana dan
S.Sos /b g
Inventaris
: Penata .
Syarifah Analis
39 Zulfa, SE St N:lIJIdZ/ . Pembangunan
Syukral . .
40 | Syaukani, 52 Tie:n/bll\n/ab v Per’::(?eltl:aan
SE, MM ' '
Willi Penata Analis
41 | Ascandra, S2 T/ D | Perencanaan
S.S, M.Si ' dan Anggaran
Wulansari Penata .
42 | Puspita, S1 | Muda/ v Peri,gi?:;aAh"
S.PWK Il.a




. Pembina
Yenni Utama
43 | Yuliza, ST. S2 VI Kepala Badan P
MT Muda /
1V.c
uli Pembina /
44 | lrawati,S.ST S2 Va VI Kabid Litbang P
P, M.M
) . Pranata
Yunita Azmi, Pengatur
45 AMd D3 Tk 1/1d XV Komput(_er p
Terampil

Sumber: Bappeda Kota Padang

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, total jumlah pegawai yang ada di lingkungan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang adalah sebanyak
45 orang. Dari jumlah tersebut, terdapat tujuh orang yang menempati jabatan
struktural, yang terdiri atas satu orang Kepala Badan, satu orang Sekretaris, serta
lima orang Kepala Bidang yang membawahi masing-masing unit kerja tertentu.
Selain itu, terdapat pula 17 pegawai yang menduduki jabatan fungsional, yang
memiliki peran teknis atau keahlian tertentu dalam mendukung pelaksanaan tugas-
tugas perencanaan pembangunan (Pasaribu & Saksono, 2022: 2). Sisa pegawai
lainnya merupakan tenaga pendukung atau staf pelaksana yang membantu

kelancaran operasional dan administrasi di lingkungan Bappeda Kota Padang.

Selanjutnya data kebutuhan jabatan di Bappeda Kota Padang telah dirinci
secara sistematis dan dapat ditinjau pada Tabel 1.2 di bawah ini. Tabel tersebut
memberikan gambaran mengenai distribusi serta proyeksi kebutuhan sumber daya

manusia sesuai dengan fungsi dan peran strategis masing-masing jabatan.



Tabel 1.4 Peta Kebutuhan Jabatan Bappeda Kota Padang

Jumlah Jumlah
No Nama Unit Organisasi Keadaan | Kebutuhan +/-
Pegawal Pegawai

1. | Kepala Badan 1 1 0

2. | Sekretaris 1 1 0
Kepala Sub Bagian Umum dan

3. 1 1 0
Perlengkapan

4. | Arsiparis Terampil 1 1 0

5. | Perpustakaan Ahli Pertama 0 1 -1

6. | Arsiparis Mahir 0 1 -1

7. | Arsiparis Ahli Pertama 0 1 -1

8. | Perencana Ahli Muda 1 1 0

9. | Perencana Ahli Madya 0 0 0

10. | Pranata Komputer Terampil 1 1 0

11. | Pranata Komputer Mahir 0 1 -1
Anilis Keuangan Pusat dan

12. Daerah Ahli Pertama 0 L B

13, Kepala Bidang Penelitian dan 1 1 0
Pengembangan

14. | Peneliti Ahli Muda 3 3 0

15. | Peneliti Ahli Pertama 0 2 -2

16. | Peneliti Ahli Madya 0 0 0

17. | Perencana Ahli Muda 0 1 -1

18. | Perencana Ahli Pertama 0 1 -1

19. | Analisis Kebijakan Ahli Muda 0 2 -2

20. | Perekayasa Ahli Pertama 0 1 -1

21. | Penerjemah Ahli Muda 0 1 -1
Kepala Bidang Perencanaan,

22. | Pengendalian dan Evaluasi 1 1 0
Pembangunan Daerah(P2EPD)

23. | Perencana Ahli Muda 2 3 -1

24. | Perencana Ahli Pertama 0 3 -3

25. | Perencana Ahli Madya 0 0 0
Analis Keuangan Pusat dan

26. Daerah Ahli Muda 0 L 1
Analis Keuangan Pusat dan

27. Daerah Ahli Pertama 0 L 1

28. | Pranata Komputer Ahli Pertama 0 1 -1

29, Kepala Bidang Pemerintahan dan 1 1 0

Pembangunan Manusia (P2M)




30. | Perencana Ahli Muda 3 3 0
31. | Perencana Ahli Pertama 0 3 0
32. | Perencana Ahli Madya 0 0 0
33 Kepala Bidang Perekonomian dan 1 1 0
" | Sumber Daya Alam (PSDA)
34. | Perencana Ahli Muda 3 3 0
35. | Perencana Ahli Pertama 0 0 0
36. | Perencana Ahli Madya 0 0 0
Analis Keuangan Pusat dan
37. Daerah Ahli Muda 0 L B
Analis Keuangan Pusat dan
38. Daerah Ahli Pertama 0 1 B
39 Kepala Bidang Infrastruktur dan 1 1 0
" | Kewilayahan (Infraswil)
40. | Perencana Ahli Muda 1 3 -2
41. | Perencana Ahli Pertama 1 3 -2
42. | Perencana Ahli Madya 0 0 0

Sumber: Bappeda Kota Padang

Berdasarkan data pada tabel 1.2, dapat diketahui bahwa kebutuhan ideal untuk
jabatan fungsional di lingkungan Bappeda Kota Padang adalah sebanyak 45 orang.
Namun, pada kenyataannya, Bappeda Kota Padang hanya membutuhkan 17 jabatan
fungsional. tetapi yang jabatan fungsional yang terisi saat ini hanya berjumlah 13
orang. Hal ini dapat berdampak pada efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas
serta fungsi kelembagaan Bappeda dalam merumuskan dan mengoordinasikan
perencanaan pembangunan daerah. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa belum
seluruh formasi Jabatan Fungsional dapat diisi secara optimal. Tidak diketahui pasti
apa penyebab terjadinya kekurangan Fungsional di Bappeda Kota Padang. Namun
penulis telah melakukan wawancara awal guna mendapatkan informasi mengenai

hal tersebut.

Berdasarkan wawancara awal yang penulis bersama LR (Kepala Bidang

Infrastruktur dan Kewilayahan) pada 2 Oktober 2024:



“Alih fungsi jabatan struktural ke fungsional di Bappeda pada 2021 berjalan
lancar dan semua bidang terisi. Namun, seiring waktu, beberapa pejabat
fungsional dipromosikan ke jabatan lain, dimutasi dan meninggal dunia.
Saya salah satunya pada 2021 saya menjabat sebagai fungsional, tapi
setahun kemudian diangkat sebagai Kepala Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan, sehingga posisi lama saya menjadi kosong. ”

Proses Penyetaraan jabatan ternyata tidak sepenuhnya dilaksanakan secara
efektif dan efesien, walaupun telah dilaksanakan secara menyeluruh ditingkat
daerah. Faktanya ketika ada Fungsional yang diangkat mendapat promosi jabatan,
mutasi dan atau meninggal dunia, Jabatan yang ditinggal tidak dapat dijabat oleh
pegawai lain. Berdasarkan wawancara penulis bersama IM (Karyawan Bidang

Infrastruktur dan Kewilayahan) pada 2 Oktober 2024:

“Jabatan fungsional yang kosong, tidak bisa dijabat oleh kami sebagai
karyawan lain walaupun telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai
Fungsional. Karena syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Fungsional selain
angka kredit, juga perlu mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) khusus
yang dilaksanakan oleh lembaga berwenang. Sementara dilingkungan
Pemerintah Kota Padang belum melakukan hal tersebut sejak 2021 sampai
dengan sekarang”

Selain itu, kebijakan Penyetaraan Jabatan turut memberikan dampak signifikan
terhadap kinerja para pejabat Fungsional maupun Kepala Bidang. Dampak tersebut
terutama terlihat dalam proses penyelesaian tugas-tugas fungsional yang belum
terisi atau mengalami kekurangan. Berdasarkan wawancara awal dengan C (pejabat

fungsional Infrastruktur dan Kewilayahan) pada 3 Oktober 2024:

“Pada dasarnya, setiap bidang di Bappeda seharusnya memiliki tiga
pegawai fungsional yang merangkap sebagai Kepala Sub Bidang. Misalnya,
di bidang Infraswil idealnya terdapat tiga fungsional, namun saat ini hanya
saya seorang diri yang mengisi posisi tersebut. Akibatnya, saya harus
menangani tugas dari dua sub bidang lainnya sekaligus, selain menjalankan
tugas pokok dan fungsi (tupoksi) saya sendiri.”
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Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan
kebijakan penyetaraan jabatan di Bappeda Kota Padang masih menghadapi
sejumlah permasalahan, terutama yang berkaitan dengan kekurangan atau
keterbatasan jumlah jabatan fungsional. Permasalahan ini disebabkan oleh beberapa
faktor, seperti ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan jabatan fungsional
yang tersedia, peningkatan beban kerja akibat kurangnya tenaga fungsional, serta
adanya mutasi, pensiun, dan wafatnya pegawai fungsional. Berdasarkan hal
tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan
Penyetaraan Jabatan Struktural Ke Jabatan Fungsional di lingkungan Bappeda Kota

Padang.

B. Indentifikasi Masalah

1. Terjadinya kekurangan jabatan fungsional setelah penghapusan jabatan
struktural eselon I11 dan 1V, karena belum semua posisi memiliki padanan
jabatan fungsional yang sesuai.

2. Belum adanya kebijakan terbaru untuk mengisi kekurangan jabatan
fungsional sehingga SDM yang memenuhi syarat tidak bisa diangkat ke
jabatan fungsional, baik dari sisi kualifikasi pendidikan, kompetensi,
maupun pelatihan.

3. Belum optimalnya perencanaan kebutuhan jabatan fungsional oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang, sehingga
fungsional yang telah dialihkan masih megemban tugas sktrutural.

4. Dampak terhadap kinerja organisasi, di mana kekurangan jabatan

fungsional menyebabkan bertambahnya tugas fungsional yang ada sehingga
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terganggunya proses layanan publik dan pengambilan keputusan di
beberapa unit kerja di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) Kota Padang.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas kebijakan penyetaraan jabatan struktural ke jabatan
fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Kota Padang?

2. Faktor apa yang menyebabkan efektivitas kebijakan penyetaraan jabatan
struktural ke jabatan fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) Kota Padang?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan efektivitas kebijakan penyetaraan jabatan
fungsional struktural ke jabatan fungsional pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang.

2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor efektivitas kebijakan penyetaraan
jabatan struktural ke jabatan fungsional pada Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang.
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E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam
pengembangan kajian terkait implementasi kebijakan, khususnya pada konteks
pelaksanaan Kebijakan Penyetaraan Jabatan Struktural Ke Jabatan Fungsional
di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang.
Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pengetahuan
dan keilmuan yang terkait dengan llmu Admnistrasi Negara khususnya di kajian
kebijakan publik.
2. Manfaat Praktis

a) Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang dalam upaya
mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan yang muncul dalam
implementasi kebijakan penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional.
Melalui temuan dan analisis yang dihasilkan, penelitian ini diharapkan mampu
memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hambatan-hambatan yang
dihadapi selama proses transisi, serta menawarkan rekomendasi strategis yang
dapat digunakan sebagai dasar dalam perbaikan kebijakan dan pelaksanaan ke
depan. Dengan demikian, implementasi kebijakan penyetaraan jabatan dapat
berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi yang
dicanangkan oleh pemerintah.

b) Bagi Peneliti
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Penelitian ini berpotensi menjadi sumber acuan bagi peneliti lain yang ingin
mengkaji isu serupa, khususnya yang menitikberatkan pada implementasi
kebijakan dalam konteks pelaksanaan program pemerintahan. Selain
memberikan gambaran awal mengenai pelaksanaan kebijakan penyetaraan
jabatan, studi ini juga membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang lebih
komprehensif, seperti pengkajian terhadap dampak kebijakan maupun evaluasi

terhadap tingkat efektivitas selama proses implementasi berlangsung.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan di atas data lapangan yang di paparkan mengenai
Efektivitas Kebijakan Penyetaraan Jabatan Struktural Ke Jabatan Fungsional Di

Bappeda Kota Padang dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas kebijakan penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang

Berdasarkan analisis terhadap regulasi terkait penyederhanaan birokrasi di
lingkungan Pemerintahan, ditemukan bahwa penerbitan regulasi penyetaraan
jabatan fungsional justru lebih dahulu dilakukan sebelum regulasi yang mengatur
restrukturisasi organisasi sebagai tahap awal. Permenpan No. 28 Tahun 2019 dan
Permenpan No. 17 Tahun 2021 mengatur tentang mekanisme penyetaraan jabatan,
sementara Permenpan No. 25 Tahun 2021 tentang penyederhanaan struktur
organisasi baru diterbitkan kemudian. Kondisi ini menunjukkan adanya
ketidaksesuaian antara urutan pelaksanaan tahapan penyederhanaan birokrasi yang

ideal secara normatif dengan urutan regulasi yang diterbitkan secara faktual.

Ketidaksesuaian tersebut tidak hanya menjadi persoalan di tingkat pusat, tetapi
juga berdampak signifikan pada pelaksanaan kebijakan di daerah, seperti yang
dialami oleh Pemerintah Kota Padang khususnya di Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang. Ketidakteraturan urutan regulasi
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menyebabkan kendala teknis dalam menyesuaikan jabatan fungsional dengan
struktur organisasi yang belum jelas, sehingga menghambat efektivitas reformasi
birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik dalam penyusunan
regulasi agar tahapan penyederhanaan birokrasi dapat berjalan secara sinergis dan
implementasi di tingkat daerah dapat berjalan lancar serta sesuai dengan tujuan

reformasi birokrasi.

2. Faktor penyebab kurangnya pejabat fungsional Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang

Kurangnya pejabat fungsional di BAPPEDA Kota Padang dipengaruhi oleh
berbagai faktor, antara lain dampak penghapusan jabatan struktural yang belum
sepenuhnya diikuti dengan pemetaan kebutuhan jabatan fungsional secara
menyeluruh, serta ketidaksiapan kebijakan internal daerah dalam mengakomodasi
pengisian jabatan fungsional secara efektif. Proses penyetaraan jabatan yang
terlambat dan belum adanya pedoman teknis yang jelas turut memperparah kondisi
ini, sehingga menimbulkan kekosongan jabatan dan beban kerja yang tidak merata.
Selain itu, minimnya pelatihan dan sosialisasi tentang jabatan fungsional serta
keterbatasan data kompetensi pegawai menyebabkan rendahnya minat dan kesiapan
pegawai untuk mengisi jabatan fungsional yang kosong.

Dampak dari kondisi tersebut terlihat pada menurunnya efektivitas dan efisiensi
pelaksanaan tugas perencanaan di BAPPEDA Kota Padang, termasuk
keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan strategis yang berujung pada

berkurangnya kualitas pelayanan publik dan koordinasi lintas sektor.
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Ketidaksesuaian antara jabatan yang diisi dengan kompetensi pegawai juga
mengakibatkan produktivitas kerja yang rendah dan risiko kesalahan dalam
pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem manajemen
sumber daya manusia yang lebih responsif dan terintegrasi, dengan penyusunan
regulasi internal yang jelas serta pengembangan mekanisme penempatan pegawai
berbasis kompetensi agar fungsi perencanaan dapat berjalan optimal dan

mendukung tujuan reformasi birokrasi di tingkat daerah.

B. Saran

Untuk mengatasi kurangnya pejabat fungsional di BAPPEDA Kota Padang,
disarankan agar pemerintah daerah segera menyusun dan mengimplementasikan
regulasi teknis yang jelas dan terintegrasi mengenai mekanisme pengisian jabatan
fungsional. Sosialisasi dan pelatihan terkait jabatan fungsional perlu diperkuat agar
pegawai memahami peran dan persyaratan jabatan tersebut, sekaligus
meningkatkan minat dan kesiapan mereka untuk mengisi posisi fungsional yang
kosong. Selain itu, penting dilakukan pemutakhiran dan integrasi data kompetensi
pegawai secara menyeluruh untuk mendukung penempatan yang lebih tepat dan
efektif.

Selanjutnya, pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia berbasis
kompetensi menjadi hal krusial agar penempatan pejabat fungsional dapat sesuai
dengan kemampuan dan kebutuhan organisasi. Pemerintah daerah juga perlu
meningkatkan koordinasi lintas sektor dan mempercepat penyesuaian kebijakan

penyetaraan jabatan dengan struktur organisasi yang baru, guna mengoptimalkan
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pelaksanaan tugas perencanaan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan
kinerja BAPPEDA Kota Padang dapat meningkat dan mendukung keberhasilan

reformasi birokrasi secara menyeluruh.
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